KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN
Nomor: 685/VI/KI BANTEN-PS/2014 4
KOMISI INFORMASI PROQVINSI BANTEN

1. IDENTLITAS

[1.1] Komis Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan

putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 685/VI/KI BANTEN-PS2014 yang

digukan oleh:
Nama = Muara Sianturi,"SE
Alamat . J. Garuda Ill Blok B N0.66 Komp. Inkopol RT/003 RW/005 Kel.

JakaSampurna Kec. Bekas Barat — Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

) Terhadap

NamaBadanPublik : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang
Selatan

Alamat . Komplek Perkantoran J. Witana Harja Nomor. 27 Kav. 51 H
Pamulang Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Ter mohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
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2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan
[2.1]] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juni
2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 685/1V/KI BANTEN-PS2014 pada
tanggal 27 Juni 2014.
Kronologi 4
[2.2] Padatanggal 17 Maret 2014, Pemohon mengajukan permehonanminformasi publik
kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kebersihan, "Pertamanan dan Pemakaman Kota
Tangerang Selatan melalui surat nomor: 018/TGS/111/2014 yang diterima pada tanggal 24
Maret 2024. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:
Permintaan Salinan Realisasi;
1. Alokas dana ARBD Tk I, APBD k1 dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA
2011, TA 2012.dan TA 2013*Meliputi:
Jenis Kegiatan /~dan, alokass Anggaran perkegiatan serta dokumen
Pendukungnya
Jenis, Anggaran maupun Bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok
Masyarékat
Kontrak kerja dengan pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
copy kwitansi
Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya
Rincian anggaran biaya operational kendaraan dan biaya perawatan serta copy
kwitansi

Rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan serta dokumen Pendukungnya.
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2. Aset Daerah yang dikelola dan atau yang dialihkan kepihak Ketiga serta dokumen
pendukungnya. Pendapatan Daerah atas Aset tersebut Tahun Anggaran 2010, 2011,
2012 dan TA 2013 serta dokumen Pendukungnya.

3. Rincian pendapatan dana dari pelayanaan masyarakat dan penerimaan negara bukan
paak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen
pendukungnya.

4. Rencana Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk Il dan APBN tahun anggaran (TA)
2014 (RAB dan dokumen pendukungnya). 4

[2.3] Pada tangga 03 April 2014, Permohonan imformasi ditanggepi oleh Dinas
Perhubungan, Komunikas dan informatika Keta Tangerang Selatan dengan Nomor Surat:
44/IV/PPID/TGS/2014, yang pada intinya meminta perpanjapgan waktu 7 (tujuh) hari
Kerja dengan alasan informasi yang diminta belum diktasal.

[2.4] Pada tanggal 15 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi.dan Informatikayang diterima pada tanggal 17 April 2014.

[2.5] Pada tanggal’18.duni*2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi publik kepada Komisisinformasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa | nformasi Publik

[2.6] Keberatan karenatidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provins Banten menyatakan informasi yang dimohon
adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada
Permohon.

B. Alat Bukti

K eterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 September 2014, Pemohon tidak

dapat hadir tanpa ada keterangan.
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Sur at-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagal berikut:

Bukti P-1 | Kartu Tandap Penduduk atas nama Muara Sianturi, S.E

Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 018/TGS/111/2014
Bukti P-2 | Kepada PPID Pembantu/Sekretris Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tangga 24
Maret 2014.

Bukti P-3 | Salinan Surat Tanggapan Nomor: 44/VI/PPID/TGS/2014 dari Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
Salina Surat Nomor: 012/TGS/IV/2014 Perihal Keberatan KepagdaK epala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika K ota Tangerang Selatan
yang diterima padatanggal 17 April 2014,

Bukti P-5 | Salinan Formulir Permohonan Penyelesaran Sengketa Informasi Publik,
tertanggal 18 Juni 2014. )

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diufaikan di atas“dan bukti-bukti terlampir,

Bukti P-4

Pemohon meminta kepada Majelis KomiSioner agar mermiberikan putusan:
1. Primer
Mengabulkan permohonan RPemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan yang( seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang-berlaku.
Keterangan Termohen
[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Septemeber 2014, Termohon
yang diwekilivoleh H. Abdul Aziz, ST., M.T selaku Sekretaris Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
800/6239/DKPP/2014 dari pemberi kuasa Mochammad Taher Rochmadi selaku Kepala
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan menyatakan
keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan

Pemohon dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
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Informatika, karena Termohon tidak memahami nomenklatur permohonan
Pemohon.

2. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.

3. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika karena Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan bukan atasan
PPID Termohon.

Surat-Surat Termohon 4

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti‘surat/tertulis sebagai” berikut:

Surat Kuasa Nomor: 800/6239/DKPP/2014~dari/ Pemberi Kuasa
Bukti T-1 | Mochammad Taher Rochmadi” Selaku Kepala Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman, Kota Tangerang Selatan Kepada H. Abdul
Aziz, ST., MT.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada MajelisKomisioner agar memberikan putusan:
1. Primer = ¢
Menerima penjelasan Termohon.,
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian

Pemohon terhagap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM
[8.1]" Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi
Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provins Banten;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;
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3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa
informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyel esaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Mg elis Komisioner berpendapat sebagal berikut:

A. Kewenangan Komisi Informas Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dan Pasal 27 ayat (3)Undang-Undang NOomaor-14

Tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 11 darnPasal 6 ayat

(2) Peraturan Komis Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang.Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Keorfis Informasi Provinsi

Banten berwenang menyel esaikan Sengkéta Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkany, uraian_ paragraf [3.2], Maelis Komisioner

berpendapat bahwa Komisi dnformasi Provins Banten berwenang memeriksa, memutus,

dan menjatuhkan putusanterhadap permohoran a quo.

B. Kedudukan Hokum (Legal Standing) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36

ayat (1), Pasal 37 ayat (1),dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf

e, Pasal 30 ayat (2),\dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar. L.ayanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal

10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon

merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih

dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon

bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon karena Pemohon
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mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika K ota Tangerang Selatan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampa dengan paragraf [3.5]

Maelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi

karena telah salah mengirimkan Surat K eberatan.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal langka 2 Peraturan Komis Informasi.Nomior*1l Tahun

2013 tentang Prosedur Penyel esaian Sengketa Informasi ‘Publik menyatakandahwa:
“Bagan Publik adalah lembaga eksekutif, |egisiatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungs dan tugas pokoknya berkaitans dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber darh, anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan‘tdan belanja daerah, atau organisas
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatant dan, belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat; dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa'Pasal 1angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Termehon i%nyel&ian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut
JTermehon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan
PPID, atau peabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum

(legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketainformasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Infor masi
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[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada
pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi digukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan
tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang digukan oleh,Pemohon, yaitu
salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat_Penggjuan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi | nfermasi Provinsi Bagten \(Bukti P-5).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11],
Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonanpenyél esaian sengketa informasi yang
digukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh urarandan fakta hukum di atas, Mgjelis Komisioner berkesimpulan:
[4.1] Komis Informasi Provins Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkaraa Equo.
[4.2] .Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan penyel esaian sengketa informasi.
[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebaga Badan Publik di
dalam sengketainformasi.
[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang digukan oleh Pemohon tidak

melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyel esaian sengketa Informasi.
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6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua
merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing se 1
Anggota, pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan diucapkan dalam Sida a
untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-n &but di
atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswant@ai Panitera.@dihadiri oleh

S

Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Anggata Majelis ¢ Anggota Majelis

. — sl

\
Alamsyah Basri) (Amas Tadjuddin)
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